BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Secara sederhana pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi tiga
fungsi utama, yaitu : (1) Adanya perencanaan yang tepat, (2)
pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, (3)
pengawasan (menitoring). Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah terlaksana dengan baik
karena Pengelolaan Barang Milik Daerah berpedoman pada PP No.27
Tahun 2014 tentang Pengeololaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Perda Kota Padang No0.10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah. Pendataan atas kelengkapan barang yang dilakukan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset memenuhi ketentuan yang
berlaku hanya saja Perda Kota Padang No.10 Tahun 2009 masih
berpedoman‘dengan PP No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah. Kemudian kurang efektifnya pada penerapan

asas-asas pengelolaan barang milik daerah yaitu salah satunya asas



transparansi dan kurang berfungsinya penggunaan akses website
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

2. Kendala-kendala yang_dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan‘Aset sangét sentral yéitu kurangnya  pelatihans tentang teknik
komputer dan lalainya dalam manajemen waktu. Apabila tidak
dipertegas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset akan
mengalami kesulitan dalam mengelola barang milik daerah.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai

berikut :

1. Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset agar dapat membuat Perda
Kota Padang yang terbaru yang memang berpedoman pada PP No. 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
dapat menerapkan asas-asas yang terdapat pada pengelolaan Barang
Milik Daerah dengan baik dan agar lebih terbuka untuk memberikan
informasi kepada masyarakat. Agar Pengelolaan Barang Milik Daerah
yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat
secara -terus menerus berpedomana pada- peraturan - perundang-
undangan yang berlaku.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja pengelolaan barang

milik daerah seharusnya dapat dipertegas agar tidak terjadi kelambatan



pelaporan dan pendataan yang tidak sesuai dengan batas waktu yang

ada dan agar dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-

baiknya.
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